BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
KABUPATEN WONOGIRI 2005 - 2025

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
karena menjadi dasar utama dalam perumusan visi dan misi pembangunan
jangka panjang. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan
yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat
menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang di Kabupaten
Wonogiri, yaitu selama tahun 2005-2025.

III.1. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan isu yang paling mendesak ditangani
bagi perkembangan Kabupaten Wonogiri. Selain itu berbagai
permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan juga
merupakan isu krusial dan strategis untuk mendukung pembangunan
Kabupaten Wonogiri.

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Wonogiri adalah sebagai
berikut:

1. Masih rendahnya kualitas penduduk dalam bidang pendidikan,
derajat kesehatan.

2. Masih cukup tingginya pengangguran terbuka karena relatif
terbatasnya daya tampung lapangan kerja utama di sektor
Pertanian.

3. Masih terbatasnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan.

4. Adanya indikasi terjadinya krisis moral, budaya dan pelaksanaan
amal agama akibat pengaruh negatif globalisasi dan kemajuan
teknologi informasi,

5. Menurunnya potensi ekonomis sumberdaya alam  akibat
menurunnya tingkat produktivitas kegiatan ekonomi sektor
dominan,

6. Semakin meningkatnya persaingan global dan masih relatif
rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

Semakin cepatnya perkembangan IPTEK namun masih belum
optimalnya pemanfaatan IPTEK itu dalam pengembangan industri
dan jasa,

Belum optimalnya daya dukung sarana prasarana bagi
pengembangan wilayah,

Belum optimalnya penerapan asas kepemerintahan yang baik (good
governance) dalam penyelenggaraan demokratisasi dan
desentralisasi pemerintahan,

Masih rendahnya pelayanan publik dan keterbukaan informasi bagi
masyarakat karena kurang profesionalnya aparatur pemerintah
daerah,

Masih adanya kerawanan konflik sosial dan indikasi terjadinya
penurunan keamanan dan ketentraman masyarakat,

Belum optimalnya penyelenggaraan deregulasi dan upaya penegakan
supremasi hukum,

Masih terjadinya kesenjangan perkembangan antar wilayah dan
belum optimalnya pemanfaatan ruang daerah,

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan karena
kurang terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
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